BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana
1. Pengertian Hukum Pidana
Sampai saat ini, pengertian hukum belum ada yang pasti, dengan kata
lain belum ada sebuah pengertian hukum yang dijadikan standar dalam

memahami makna dan konsep hukum.”

Notohamidjojo mendefinisikan
hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis
yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat
negara (antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata
damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.*

Sedangkan pidana menurut Soedarto adalah penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-

7 Hukum pidana diartikan sebagai suatu ketentuan

syarat tertentu.”
hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang
untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut.
Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri

dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak

menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di

* Darwis, Ranidar, Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan
Kesadaran Hukum Warga Negara, Bandung: Departemen Pendidikan Indonesia UPI, 2003,
hlm. 6.

*% Notohamidjojo, O., Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, Salatiga: Griya Media, 2011,
hlm. 121.

*" Muladi & Arief, Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni,
2005, hlm. 2.
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bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran
norma-norma di bidang hukum lain tersebut.”®

Pengertian di atas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung
dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana dimana hukum pidana bersumber pada
peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas
legalitas. Asas Legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tiap-tiap
peristiwa pidana (delik/tindak pidana) harus diatur terlebih dahulu oleh suatu
aturan undang-undang atau setidak-tidaknya oleh suatu aturan hukum yang
telah ada atau berlaku sebelum orang itu melakukan perbuatannya. Berlakunya
asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana
yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari
pemerintah.

Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan
sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang
salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang.
Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan
ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan
tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum
mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata
tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa

hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhinya.”’

2 Zaidan, M. Al, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2015,
hlm. 3.

%% Suharto & Efendi, Junaidi, Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai
Proses Penyelidikan Sampai Persidangan, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010, him. 25-26.



21

Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota
masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan meyebabkan terjadinya
keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum
pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk
menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif).
Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah
menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik
tabiatnya (represif).30

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-
keharusan dan larangan-larangan yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi
berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum
pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap
tindakan-tindakan yang mana dan dalam keadaaan-keadaan bagaimana yang

dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.

2. Tujuan Hukum Pidana
Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang
perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di
Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa
kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum
pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan

hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

% Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Refika
Aditama, 2003, him. 20.
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a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini bersifat
konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi
pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter
dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak
tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan
hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar
hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas
dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya
pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum

pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.’'

B. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan
1. Pengertian Pemidanaan
Menurut Prof. Sudarto perkataan pemidanaan adalah sinonim dari
istilah penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum,
sehingga dapat diartikan sebagai, “menetapkan hukuman” atau “memutuskan
tentang hukumannya”. Dengan demikian, Pemidanaan dapat diartikan sebagai
penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkritisasi atau realisasi dari
ketentuan pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang

abstrak.>

*! Prasetyo, Teguh, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7.
32 Thalib, Hambali, Sanksi Pemidanaan dalam Konflik Pertahanan, Jakarta: Kencana
Prenadamedia Group, 2012, him. 13.



23

Pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman terhadap
orang yang melakukan tindak pidana. Teori-teori yang berkaitan dengan
pemidanaan,” sebagai berikut:

a. Teori Absolut/Retributif/Pembalasan (Lex Talionis)

E. Kant, Hegel, Leo Polak, mereka berpendapat hukum adalah
sesuatu yang harus ada sebagai konsekuensi dilakukannya kejahatan
dengan demikian orang yang salah harus dihukum. Menurut Leo Polak
(aliran retributif) hukuman harus memenubhi tiga syarat:

1) Perbuatan tersebut dapat dicela (melanggar etika)
2) Tidak boleh dengan maksud prevensi (melanggar etika)
3) Beratnya hukumannya seimbang dengan beratnya delik.

Adapun menurut Karl. O. Christiansen, ciri-ciri pokok dari teori

retributif ini adalah sebagai berikut:

1) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan

2) Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung
sarana-sarana untuk tujuan lain (untuk kesejahteraan masyarakat)

3) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana

4) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar

5) Pidana melihat ke belakang ia merupakan pencelaan yang murni dan
tujuannya tidak untuk memperbaiki atau memasyarakatkan kembali si

pelanggar.®*

* Ibid., hlm. 21.
** Asmarawati, Tina, Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia,
Yogyakarta: Deepublish, 2015, him. 39.
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Ada beberapa keberatan yang diajukan terhadap teori retributif,
yaitu teori ini tidak menerangkan mengapa negara harus menjatuhkan
pidana dan pidana itu sendiri sering tanpa kegunaan praktis.

b. Teori Relatif/Tujuan (Utilitarian)

Teori ini menyatakan bahwa penjatuhan hukuman harus memiliki
tujuan tertentu, bukan hanya sekedar sebagai pembalasan.’> Hukuman
pada umumnya bersifat menakutkan, sehingga hukuman bersifat
memperbaiki atau merehabilitasi karena pelaku kejahatan adalah orang
yang ‘“sakit moral” sehingga harus diobati. Jadi hukumannnya lebih
ditekankan pada treatment dan pembinaan yang disebut juga dengan
model medis. Tujuan lain yang hendak dicapai dapat berupa upaya
prevensi, jadi hukuman dijatuhkan untuk pencegahan yakni ditunjukan
pada masyarakat luas sebagai contoh pada masyarakat agar tidak meniru
perbuatan atau kejahatan yang telah dilakukan (prevensi umum) dan
ditunjukan kepada si pelaku sendiri, supaya jera/kapok, tidak mengulangi
perbuatan/kejahatan serupa atau kejahatan lain (prevensi khusus).

Tujuan teori ini juga memberikan perlindungan agar orang lain/
masyarakat pada umumnya terlindung, tidak disakiti, tidak merasa takut
dan tidak mengalami kejahatan. Adapun meurut Karl. O. Christiansen,
ciri-cri pokok atau karakteristik dari Teori Utilitarian ini adalah:

1) Tujuan pidana adalah pencegahan (prevention)

% Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Material 3: Hukum Panitensier, Yogyakarta:
Mabharsa, 2017, him. 228.
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2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk
mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat;
Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan
kepada pelaku yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;

3) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatannya.

4) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat
mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat
diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk
kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori-teori sebelumnya,
sehingga pidana bertujuan untuk:

1) Pembalasan, membuat pelaku menderita

2) Upaya prevensi, mencegah terjadinya tindak pidana

3) Merehabilitasi pelaku

4) Melindungi masyarakat

Saat ini sedang berkembang apa yang disebut sebagai restorative
justice sebagai koreksi atas retributive justice. Restorative justice

(keadilan yang merestorasi) secara umum bertujuan untuk membuat

pelaku mengembalikan keadaan kepada kondisi semula. Keadilan yang

bukan saja menjatuhkan sanksi yang seimbang bagi pelaku namun juga

memperhatikan keadilan bagi korban.
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2. Jenis-Jenis Pemidanaan
Ancaman pidana atau sanksi hukum pidana, diancamkann kepada
pembuat tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu merupakan ciri-ciri
perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum lainnya. Sanksi pidana pada
umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang menaati norma-norma
yang berlaku, dimana tiap-tiap norma mempunyai sanksi sendiri-sendiri dan
pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan.*®

Pemberian sanksi pidana pada dasarnya bertujuan untuk:

a. Untuk memperbaiki diri dari penjahatnya itu sendiri

b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk
melaklukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang
dengan cara-cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”’

Adapun jenis-jenis sanksi yang terdapat pada Pasal 10 KUHP dibagi
atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, terdiri dari: pidana
mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
Sedangkan pidana tambahan, terdiri dari: pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Untuk
lebih jelas penulis akan menguraikan satu persatu secara ringkas jenis tindak

pidana tersebut:

%% Ardiansyah, Irfan, Disparitas Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,
Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017, him. 131.

3" Muntaha, Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia, Jkarta: Kencana,
2018, hlm. 152.
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a. Pidana Pokok

1y

2)

3)

Pidana Mati. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 (pnps) Tahun 1964,
diganti menjadi Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, pidana mati di
Indonesia dijalankan dengan cara tembak mati. Namun dalam Pasal 11
KUHP pidana mati dilaksanakan dengan cara digantung. Eksekusi
pidana mati dilakukan dengan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan
setempat sebagai eksekutor dan secara teknis dilakukan oleh polisi.”®
Pidana Penjara. Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa
pembatasan kebebasan bergerak yang dilakukan dengan menutup atau
menempatkan terpidana didalam sebuah lembaga permaasyarakatan
dengan mewajibkannya untuk mentaati semua peraturan tata tertib
yang berlaku di dalam lembaga permasyarakatan tersebut. Pidana
penjara ini diatur dalam Pasal 12 KUHP, yang intinya pidana penjara
ini terbagi dua, pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara waktu
tertentu. Lama pidana penjara waktu tertentu paling singkat 1 (satu)
hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut, apabila
diiringi dengan pembarengan dan pengulangan maka dapat dijatuhi
hukuman 20 (dua puluh) tahun. Pidana penjara waktu tertentu ini tidak
boleh lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Pidana Kurungan. Merupakan salah satu jenis hukuman yang lebih

ringan dari hukum penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di

* Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana, Jakarta: Raihasa Sukses,

2012, hlm. 6.
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tempat kediaman yang terhukum, hukuman kurungan paling sedikit
satu hari dan paling maksimal satu tahun. Sedangkan denda setinggi-
tingginya satu juta seratus ribu rupiah atau sekecilnya lima puluh ribu
rupiah.

4) Pidana Denda. Pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua
dari pada pidana penjara. Mungkin setua pada pidana mati dan pidana
pengasingan. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk
masyarakat primitif pula. Begitu pula berbagai masyarakat primitif dan
tradisional di Indonesia. Kadang-kadang pembayaran itu berupa ganti
rugi, kadang-kadang berupa denda adat, misalnya penyerahan hewan
ternak seperti babi, kerbau dan lain-lain. Pada zaman modern ini,
pidana denda dijatukan terhadap delik-delik ringan, berupa
pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda
merupakan satu- satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain
selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana
pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh
orang atas nama terpidana.®’

5) Pidana Tutupan. Disediakan bagi para politis yang melakukan
kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya. Akan tetapi,
dalam praktik peradilan dewasa ini tidak pernah ketentuan tersebut

diterapkan.*

** Alfitra, Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan Pidana, Jakarta: Raih Asa Sukses,
2012, hlm. 157.
“ Tbid, hlm. 299.
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b. Pidana Tambahan

1y

2)

Pencabutan Beberapa Hak Tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hal-hak tertentu tidak
berarti semua hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak yang dapat dicabut
dalam 35 KUHP adalah:

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

b) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;

c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan
berdasarkan aturan-aturan umum;

d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan
pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, atas orang yang
bukan anak sendiri;

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau
pengampunan anak sendiri;

f) Hak menjlankan mata pencarian tertentu.

Perampasan Barang-Barang Tertentu

Salah satu ketentuan yang sangat menarik adalah dapat
dijatuhkannya pidana tambahan ini tanpa diajtuhkannya pidana pokok.

Pdana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana penjara tidak lebih

dari tujuh tahun atau jika terpidana hanya dikenakan tindakan. Adapun

barang-barang yang dapat dirampas adalah:

a) Barang milik terpidana atau orang lain yang seluruhnya atau

sebagian besar diperoleh dari tindak pidana;
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b) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya tindak pidana;

c) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan
tindak pidana;

d) Barang yang digunakan untuk mrnghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;

e) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi terwujudnya tindak
pidana.*!

3) Pengumuman Keputusan Hakim

Pidana tambahan berupa putusan hakim dimaksudkan agar

masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana
yang dijatuhkan kepada terpidana. Pidana yang seperti ini
dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Dalam hal ini
diperintahkan supaya putusan diumumkan maka harus ada ditetapkan

cara melaksanakan perintah tersebut dan jumlah biaya pengumuman

yang harus ditanggung oleh terpidana.**

C. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim atau ratio decidendi adalah argumen atau alasan
yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

sebelum memutus perkara.”> Putusan hakim pada praktek peradilan sebelum

*'Huda, Chairul, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015,
hlm. 1.

* Ibid, hlm. 23.

* Muhammad, Rusli, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung: Citra Aditya Bakti,
2010, hlm. 193.
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pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik
fakta—fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif
dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak
boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah
melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: a)
keterangan saksi, b) keterangan ahli, c) surat, d) petunjuk, dan e) keterangan
terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu
dibuktikan (Pasal 184 KUHAP).

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui
proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat
pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan terdakwa.
Selain itu putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian
selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Hakim tidak boleh
menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim
tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal
hukuman yang telah ditentukan undang-undang. Rusli Muhammad
mengemukakan bahwa pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua)
kategori, yakni “Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni,
pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis

adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang
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terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal
yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum,
keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal
dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat
dilihat dari latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi
terdakwa, dan agama terdakwa.*!

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi
kejadian (locus delicti), tempat kejadian (tempus delicti), dan modus operandi
tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat pula diperhatikan
aspek akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, jenis
barang bukti yang digunakan, serta kemampuan terdakwa untuk
mempertanggung jawabkan perbuatannya. Apabila fakta-fakta dalam
persidangan telah diungkapkan, barulah putusan hakim mempertimbangkan
unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya
dipertimbangkan korelasi antara fakta—fakta, delik yang didakwakan dan
unsur-unsur  kesalahan  terdakwa.  Barulah  kemudian,  majelis
mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur—unsur delik pidana yang
didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah meyakinkan menurut
hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga
harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi

kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan

4 Ibid, him. 212.
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pendiriannya. Dalam memutus suatu perkara pidana, dalam melakukan
pertimbangan hakim ada 2 (dua) macam yaitu45:
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan
pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh
undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam
putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

a. Dakwaan Penuntut Umum. Merupakan dasar hukum acara pidana
karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan.
Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian
tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat
tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan
hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan persidangan.

b. Keterangan Terdakwa. Menurut Pasal 184 butir ¢ KUHAP,
digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang
dinyatakan terdakwa di persidangan tentang perbuatan yang
lakukannya atau ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan
terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim,
Penuntut umum, ataupun dari penasihat hukum.

c. Keterangan Saksi. Dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang

keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar,

* Muhammad, Rusli, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2006, hlm. 124-220.
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dilihat, dialami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang

pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi

pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

Barang Bukti. Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang

dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan

sidang pengadilan, yang meliputi:

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau
sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil
tindak pidana;

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkan;

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan
tindak pidana;

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak

pidana yang dilakukan.

2. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pertimbangan non yuridis

adalah sebagai berikut:

a.

b.

Latar Belakang Perbuatan Terdakwa. Adalah setiap keadaan yang
menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri
terdakwa dalam melakukan tindak pidana.

Akibat Perbuatan Terdakwa. Perbuatan pidana yang dilakukan

terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak
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lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang
dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat
luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa
terancam.

Kondisi Diri Terdakwa. Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan
fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk
pula status sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik
dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan
psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat
berupa: tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah,
dan lainlain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah
predikat yang dimiliki masyarakat.

. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa. Di dalam KUH Pidana maupun
KUHAP tidak ada satu aturan pun yang dengan jelas memerintahkan
bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalm
menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Hal ini berbeda
dengan konsep KUH Pidana baru dimana terdapat ketentuan mengenai
pedoman pemidanaan yang harus dipertimbangkan oleh hakim.
Berdasarkan konsep KUH Pidana itu, salah satu yang harus
dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat,
misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini
memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep.

Meskipun demikian, kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan
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perrtimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut
merupakan fakta dan terungkap di muka pengadilan.

e. Faktor Agama Terdakwa. Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali
dengan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang
lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam
putusannya itu semata-mata untuk keadilan berdasarkan Ketuhanan,
kata “Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi
keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan
berdasarkan pada Ketuhanan, berarti harus pula ia terikat oleh ajaran-
ajaran agama. Digolongkan faktor agama dalam pertimbangan yang
bersifat non yuridis disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam
KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa
faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan. Namun meskipun
faktor agama dimasukkan sebagai pertimbangan non yuridis tidak
berarti hal ini bermaksud untuk memisahkan agama dengan hukum
dan tidak pula berarti menilai agama bukan persoalan hukum. Karena
tidak adanya ketentuan formal itulah yang menyebabkan faktor agama
digolongkan pertimbangan yang bersifat non yuridis.

3. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan Pidana
Apabila memerhatikan setiap putusan yang dihasilkan lembaga
pengadilan, senantiasa terlihat pula dalam putusan tersebut hal-hal yang

memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. Dalam Pasal 197 ayat
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(1) huruf f KUHAP disebutkan “putusan pemidanaan memuat keadaan

yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.*°

a. Hal-hal yang memberatkan Pidana. Dalam KUH Pidana terdapat tiga
hal yang dijadikan alas an memberatkan pidana, yaitu sedang
memangku suatu jabatan (Pasal 52 KUH Pidana), residive atau
pengulangan (titel 6 buku I KUH Pidana), dan gabungan atau
samenloop (Pasal 65 dan 66 KUH Pidana).

b. Hal-hal yang meringankan Pidana. KUH Pidana tidak secara rinci
mengatur hal-hal yang meringankan pidana. Menurut KUH Pidana hal-
hal atau alasan-alasan yang dapat meringankan pidana, yaitu:
percobaan (Pasal 53 ayat 2 dan 3), membantu medeplichtgheid (Pasal
57 ayat 1 dan 2) dan belum dewasa minderjarigheid (Pasal 47). Hal-
hal tersebut merupakan alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan
khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUH Pidana.
Pada proses persidangan, hakim harus aktif bertanya dan memberi

kesempatan kepada pihak terdakwa yan diwakili oleh penasehat hukum untuk
bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula penuntut umum. Semua itu
dimaksudkan untuk menemukan kebenaran materiil dan pada akhirnya
hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang diputuskannya.
Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa

dalam sidang pemusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan

4 Ibid., hlm. 144-150.
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pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa

dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Selain itu keputusan hakim juga

tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil
sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah atau tidaknya
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah
kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi
wewenang untuk putusan pemidanaan yang berdasar pada yuridis formal
dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada
seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai
dengan ancaman pidana yang tertuang dalam Pasal pidana yang didakwakan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Hakim Pengadilan Negeri juga
diatur perihal dalam mengambil suatu keputusan di dalam sidang pengadilan,
seorang Hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

1. Kesalahan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan syarat utama untuk
dapat dipidananya seseorang. Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-
luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan
dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan secara normatif dan tidak
secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan dan niat harus dilihat
dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang ukuran normatif dari
kesengajaan dan niat adalah hakim.

2. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana. Kasus tindak pidana
mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyai motif dan tujuan

untuk dengan sengaja melawan hukum.
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3. Cara melakukan tindak pidana. Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada
unsur yang direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindak pidana
tersebut. Memang terapat unsur niat di dalamnya yaitu keinginan si pelaku
untuk melawan hukum.

4. Sikap batin pelaku tindak pidana. Hal ini dapat diidentifikasikan dengan
melihat pada rasa bersalah, rasa penyesalan dan berjanji tidak akan
mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga memberikan ganti rugi atau
uang santunan pada keluarga korban dan melakukan perdamaian secara
kekeluargaan.

5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi. Riwayat hidup dan keadaan
sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat mempengaruhi putusan
hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku, misalnya belum
pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari keluarga
baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-sedang
saja (kalangan kelas bawah).

6. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana. Pelaku
dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang di
atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan
pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau
bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara
berterus terang dan berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya

persidangan.
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Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku. Pidana juga mempunyai
tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak pidana, juga untuk
mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut,
membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku dengan
mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik
dan berguna.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh
pelaku. Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan
pelaku adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk
dijatuhi hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan
pelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri
sendiri dan orang lain. Hal tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah
untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim

dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

1.

2.

Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan.

Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau
mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.

Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan
tugas dan fungsi yudisialnya.

Di dalam Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi: “Musyawarah

tersebut pada ayat (3) harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu

yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Jadi dalam mengambil
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keputusan, hakim juga harus memperhatikan isi dari surat dakwaan. Di dalam
bukunya, Ramelan (2005:162) menyebutkan bahwa: “Dengan memperhatikan
ketentuan undang-undang mengenai syarat-syarat surat dakwaan maupun
pengalaman praktek, dapat dikatakan bahwa surat dakwaan adalah suatu surat
atau akte (acte van verwizing) yang memuat uraian perbuatan atau fakta-fakta
yang terjadi, uraian mana akan menggambarkan atau, menjelasakan unsur-
unsur yuridis dari pasal-pasal tindak pidana (delik) yang dilanggar.”

Fungsi dari surat dakwaan mengandung 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi
pihak Kejaksaan (Penuntut Umum), dimensi pihak Terdakwa, dan dimensi
pihak Hakim. Bagi pihak Majelis Hakim, surat dakwaan akan menjadi dasar
bagi pemeriksaan di persidangan dan dalam mengambil keputusan. Surat
dakwaan juga akan memperjelas aturan-aturan hukum mana yang dilanggar
oleh terdakwa. Dengan demikian, Hakim tidak boleh memutuskan atau

mengadili perbuatan pidana yang tidak didakwakan.
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